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1BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang Masalah
Pajak merupakan pungutan negara terhadap orang pribadi maupun
badan yang sifatnya wajib, tidak mendapat timbal balik secara langsung dan
dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pesatnya pertumbuhan kegiatan ekonomi internasional turut merangsang
berkembangnya perusahaan multinasional.Dalam perusahaan multinasional
terjadi berbagai transaksi internasional antar anggota (divisi), salah satunya
adalah penjualan barang atau jasa.Sebagian besar transaksi bisnis tersebut
biasanya terjadi di antara perusahaan yang berelasi atau antar perusahaan yang
mempunyai hubungan istimewa. Penentuan harga atas berbagai transaksi antar
anggota (divisi) tersebut dikenal dengan sebutan transfer pricing/harga
transfer (Mardiasmo, 2008: 1-2).
Transfer pricing yang dilakukan perusahaan multinasional didorong
oleh alasan pajak maupun bukan pajak. Seiring dengan perkembangan zaman,
praktik transfer pricing sering kali dilakukan untuk meminimalkan jumlah
pajak yang harus dibayar (Mangoting, 2000: 80). Beban pajak yang semakin
besar memicu perusahaan untuk melakukan transfer pricing dengan harapan
dapat menekan beban tersebut. Transfer pricing dalam transaksi penjualan
2barang atau jasa Dilakukan dengan cara memperkecil harga jual antara
perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada
perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak yang
rendah. Namun karena belum tersedianya alat, tenaga ahli, dan peraturan yang
baku maka pemeriksaan transferpricing sering kali dimenangkan oleh wajib
pajak dalam pengadilan pajak sehingga perusahaan multinasional semakin
termotivasi untuk melakukan transferpricing (Julaikah, 2014). Selain alasan
pajak, praktik transfer pricing pun dapat dipengaruhi oleh alasan non pajak
seperti kepemilikan asing dan ukuran perusahaan.Perusahaan di Asia
kebanyakan memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi (Dynaty
dkk,2011: 2).Dalam struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, pemegang
saham pengendali memiliki posisi yang lebih baik karena pemegang saham
pengendali dapat mengawasi dan memiliki akses informasi yang lebih baik
disbanding pemegang saham non pengendali sehingga menimbulkan potensi
pada pemegang saham pengendali untuk terlibat jauh dalam pengelolaan
perusahaan.Pemegang saham pengendali menurut PSAK No. 15 adalah entitas
yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih baik secara langsung maupun
tidak langsung sehingga entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam
mengendalikan perusahaan. Pemegang saham pengendali dapat dimiliki oleh
seseorang secara individu, pemerintah, maupun pihak asing.Pada saat
kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali asing semakin
besar, pemegang saham pengendali asing memiliki kendali yang semakin
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dirinya termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi transfer
pricing. (Sari, 2012: 162). Hal ini dimungkinkan bahwa kepemilikan asing
dapat mempengaruhi banyak sedikitnya transfer pricing yang terjadi.  Ukuran
perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan.
Ukuran suatu perusahaan dapat diketahui dari total aset perusahaan. Semakin
besar jumlah aset perusahaan maka semakin besar pula ukuran\ perusahaan
tersebut (Wijaya dkk, 2009: 82-83). Ukuran perusahaan akan sangatpenting
bagi investor karena akan be hubungan dengan investasi yang dilakukan
(Pujiningsih, 2011: 46). Perusahaan yang memiliki total aset besar
menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik dalam jangka
waktu yang relative lebih lama (Rachmawati dan Triatmoko, 2007 dalam
Pujiningsih, 2011). Hal tersebut membuat manajer yang memimpin
perusahaan besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan manajemen
laba termasuk dengan melakukan transferpricing sebab perusahaan yang
besar lebih diperhatikan masyarakat sehingga perusahaan besar akan lebih
berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan (Pujiningsih, 2011: 46).
Oleh karena itu, semakin besar perusahaan maka volume terjadinya transfer
pricing dimungkinkan akan semakin sedikit. Penelitian sebelumnya telah
dilakukan oleh Yuniasih, Rasmini dan Wirakusuma (2011).Hasil penelitian
tersebut menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap transfer
pricing. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Dynaty, Utama,
4Rossieta, Veronica (2011) menunjukkan bahwa semakin tinggi hak kendali
yang dimiliki pemegang saham pengendali memungkinkan pemegang saham
pengendali untuk memerintahkan manajemen melakukan transaksi pihak
berelasi yang menguntungkan dirinya. Salah satunya adalah dengan
melakukan transfer pricing.Ketika perusahaan asing menjadi pemegang
saham pengendali, pemegang saham pengendali asing dapat menjual produk
dari perusahaan yang dikendalikannya ke perusahaaan pribadinya dengan
harga yang lebih murah.Transfer pricing dilakukan antar pihak yang berelasi
atau yang mempunyai hubungan istimewa. Penelitian yang dilakukan Wijaya,
Supatmi, dan Widi (2009) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan
berpengaruh negative terhadap transaksi pihak berelasi (related party
transaction). Dengan demikian dapat dimungkinkan bahwa ukuran
perusahaan berpengaruh negatif terhadap transfer pricing.
Globalisasi ekonomi, bisnis, dan investasi saat ini berkembang dengan
sangat pesat tanpa mengenal batas negara. Dalam rangka memperkuat basis
globalnya, perusahaan multinasional mendirikan anak-anak perusahaan,
cabang dan perwakilan usahanya di berbagai negara yang tujuannya untuk
memperkuat aliansi strategis dan menumbuhkembangkan pangsa pasar
(market share) ekspor dan impor produk-produk mereka diberbagai negara
(Sumarsan 2013). Adanya transaksi barang maupun jasa yang terjadi antar
wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa menjadi penyebab utama
timbulnya praktek transfer pricing. Transaksi pihak hubungan istimewa
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istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak
lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil
keputusan keuangan dan operasional (Lubis, Bukit dan Sari L 2013). Menurut
Ompusunggu dalam Wijaya & Sadjiarto (2014:1), di berbagai bentuk
transaksi hubungan istimewa terlihat upaya pengalihan sumber daya dan
penghindaran pajak antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa,
atau transfer pricing.
Transfer pricing memberikan perusahaan multinasional alat untuk
mengalokasikan pendapatan di seluruh entitas berafiliasi dalam yurisdiksi
pajak yang berbeda. Dengan biayaekspor di bawah harga yang di kirim dari
negara pajak tinggi ke negara pajak yang rendah, perusahaan multinasional
mampu mengurangi tarif pajak global yang efektif (Cristea dan Nguyen
2014).Pajak merupakan salah satu faktor yang mendasari keputusan atas
kebijakan transfer pricing perusahaan. Klassen et al., (2013) menyatakan
bahwa penggunaan kebijakan transfer pricing saat ini bertransformasi sebagai
isu pajak internasional yang mana kebijakan transfer pricing digunakan
sebagai alat untuk mengurangi beban pajak secara keseluruhan bagi
perusahaan multinasional atau perusahaan berskala global. Marfuah & Azizah
(2014) mengungkapkan bahwa perbedaan beban pajak dalam bisnis
multinasional sudah biasa terjadi.Negara-negara dengan perusahaan yang
kurang maju sering mengenakan tarif pajak yang lebih rendah, sedangkan
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pajak yang tinggi. Peraturan mengenai masalah transfer pricing yang
berhubungan dengan perpajakan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 pasal 18 mengenai Pajak Penghasilan (UU PPh). Pasal 18 ayat
(3) Undang-Undang PPh menerangkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
berwenang untuk menentukan kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak
(PKP) bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib 2
pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak
dipengaruhi oleh hubungan istimewa (arm’s length principle) dengan
menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen,
metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya
(Setiawan, 2014). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang diatur dalam
Pasal 18 ayat (4) menerangkan bahwa hubungan istimewa antara wajib pajak
badan dapat terjadi karena pemilikan atau penguasaan modal saham suatu
badan oleh badan lainya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih,
atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih
sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Sedangkan untuk wajib pajak
perseorangan, hubungan istimewa dapat terjadi karena hubungan keluarga
sedarah dalam garis lurus atau kesamping satu derajat. Hubungan istimewa
yang dimaksud dapat mengakibatkan kekurangwajaran harga, biaya, atau
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2013).
Tujuan lain perusahan dalam penerapan kebijakan transfer pricing
perusahaan dipengaruhi oleh intangible asset. Aktivitas transfer pricing
perusahaan multinasional berhubungan dengan transfer dari kedua barang
berwujud maupun tak berwujud, hal tersebut harus berdasarkan pada prinsip
ketentuan harga pasar wajar. Semua transaksi yang melibatkan transfer aset
tak berwujud antar divisi dalam suatu perusahaan harus dinilai sesuai dengan
harga yang akan digunakan perusahaan multinasional ketika berhadapan
dengan perusahaan independen eksternal (OECD 2010).
Fenomenatransfer pricing juga terjadi di Indonesia, diantaranya adalah
pada pertengahan 2007 Direktorat Jenderan Pajak membongkar kasus dugaan
penggelapan pajak yang dilakukan PT. Asian Agri, anak perusahaan Raja
Garuda Mas Group. Direktorat Jenderal Pajak memeriksa bahwa perusahaan
itu diduga telah menggelapkan pajak senilai 1,34 trilliun. Manipulasi tersebut
secara garis besar menggunakan modus dengan skema transfer pricing,
transaksi lindung nila (hedging) fiktif, dan pembuatan biaya fiktif (Lukluk
Fuadah, 2008:114).
Adapun kasus lain yang dilansir independen nasional.kontan.co.id,
Selasa 19/06/2017 adalah perusahaan raja otomotif di Indonesia yakni sidang
sengketa pajak antara PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN)
dengan Direktor Jenderal (Ditjen) Pajak.. Sengketa pajak dengan perusahaan
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cukup alot. Dalam sidang terakhir yang sebenarnya dimaksudkan forum
penutup bagi kedua pihak, malah terjadi debat sengit kedua belah pihak untuk
menarik perhatian majelis hakim. Sengketa dengan TMMIN ini terjadi karena
koreksi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak terhadap nilai penjualan dan
pembayaran royalti TMMIN.Sengketa ini seputar laporan pajak tahun 2008.
Saat itu, pemegang saham TMMIN ialah Toyota Motor Corporation sebesar
95% dan sisanya 5% dimiliki PT. Astra International Tbk. Dalam laporan
pajaknya, TMMIN menyatakan nilai penjualan mencapai Rp 32,9 triliun,
namun Ditjen Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp 34,5 triliun atau ada
koreksi sebesar Rp 1,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp 1,5 triliun,
TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar  Rp 500 miliar.
Mengapa Ditjen Pajak mencurigai laporan pajak TMMIN? Menurut
Muhammad Amin, aparat pajak yang mewakili Ditjen Pajak di pengadilan
pajak, Ditjen Pajak mengoreksi hitungan bisnis TMMIN setelah
membandingkan bisnis TMMIN sebelum 2003dengan sesudah 2003. Aparat
pajak menduga, laba sebelum pajak TMMIN berkurang setelah 2003 karena
pembayaran royalti dan pembelian bahan bakuyang tidak wajar.  Penyebab
lainnya penjualan mobil kepada pihak terafiliasi seperti TAM (Indonesia) dan
TMAP (Singapura) di bawah harga pokok produksi sehingga mengurangi
peredaran usaha. Sebagai jurus pamungkas, di sidang kemarin, parat pajak
menyerahkan satu perusahaan pembanding yang sama persis dengan TMMIN.
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laba 7,14% pada 2008 atau 10 kali lebih besar dari laba TMMIN. Setelah
sidang ini ditutup kemarin, keputusan atas sengketa ini kini berada di tangan
majelis hakim pengadilan pajak. Selain Sukma Alam, dua anggota majelis
hakim lainnya ialah Seno SB Hendra dan Krosbin Siahaan. Ironisnya, meski
sidang telah usai, namun kasus ini belum ada kejelasan kapan akan diputus.
Sekadar informasi, sengketa pajak antara Ditjen Pajak dengan produsen mobil
asal Jepang ini juga terjadi untuk tahun pajak 2005 dan 2007 hingga kini
belum juga diputus, walaupun sidangnya telah lama berakhir (Umar Idris,
2013) Berdasarkan uraian kasus diatas memperlihatkan bahwa transfer
pricing merupakan salah satu skema yang sangat rawan untuk dijadikan jalan
pintas dalam memperoleh laba. Hal ini diperparah dengan data yang
dikeluarkan oleh Organization for Economic and Development (OECD)
bahwa 60% dari total perdagangan dunia terindikasi melakukan praktik
transfer pricing (Indah Dewi Nurhayati, 2013:32). Hal tersebut tentu
menjadikan transfer pricing sebagai hal yang sangat krusial untuk diteliti serta
perlu untuk diketahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhinya.
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Christian Plesner Rossing (2013)
mengenai Tax strategy control: The case of transfer pricing tax risk
management yang mencoba menguji bagaimana fungsi taxstrategy
mempengaruhi management control systemdalam perusahaan menghadapi
resiko perpajakkan dalam transfer pricing, hasilnya menunjukkan bahwa
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perusahaan multinasional khususnya manajemen cenderung melakukan
pengendalian terhadap pembayaran pajak melalui pengendalian harga dengan
mekanisme transfer pricing dan dalam penerapan “levers of control”
ditemukan bahwa fungsi tax strategy mempengaruhi 4 elemen dalam levers of
control yang mengsugesti manajemen untuk melakukan pengaturan
kebergantungan perusahaan terhadap respon dari lingkungan perpajakkan.
Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas
topik yang sama dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh
Lasmita Rachmah deand (2015) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa
Pajak dapat mempengaruhi Transfer Pricing. Nancy Kiswan (2014) yang
menyatakan bahwa ukuran Perusahaan dapat Mempegaruhi transfer pricing
Selain itu, penelitian dari Syarah selfy Andrieni (2014) yang meneliti tentang
Pengaruh tunneling incentive dan Mekanisme bonus terhadap transfer pricing.
Dalam penelitian ini, penulis ingin membuktikan bahwa Transfer
Pricingdapat dipengaruhi Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, dan
Mekanisme Bonus. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan
Nancy Kiswanto (2014) yang meneliti Pengaruh pajak, kepemilikan modal
asing, ukuran perusahaan terhadap transfer pricing. Dan Novi Lailiyul
Wafiroh (2015) yang meneliti tentang Pengaruh pajak,tunelling incentive dan
mekanisme bonus pada keputusan transfer pricing. Variabel Mekanisme
Bonus ditambahkan dalam penelitian ini terdapat pada penelitian Syarah selfy
Andrieni (2014) yang meneliti tentang Pengaruh tunneling incentive dan
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Mekanisme bonus terhadap transfer pricing. Dalam penelitian ini peneliti
mengukur Transfer pricing dengan pendekatan dikotomi yaitu dengan melihat
keberadaan penjualan kepada pihak berelasi. Perusahaan dengan kepemilikan
asing yang melakukan penjualan kepada pihak berelasi yang berada di negara
lain dengan tarif pajaknya lebih rendah dari Indonesia diberi nilai 1,
sedangkan yang lainnya diberi nilai 0.
Penelitian ini mengambil objek perusahaan manufaktur yang terdaftar
di BEI periode 2014 -2016, karena perusahaan manufaktur yang terdapat di
industri yang mengolah bahan baku mejadi barang jadi, dalam perusahaan
manufaktur akan banyak celah untuk melakukan praktik manajemen
perpajakan yang berdampak pada penghindaran pajak. Selain itu, pemilihan
perusahaan manufaktur dikarenakan populasi perusahaan di sektor ini lebih
banyak dibandingkan perusahaan di sektor lain sehingga hasil yang akan
didapat nanti lebih mencerminkan karakteristik populasi perusahaan di Bursa
Efek Indonesia.
Dengan adanya perbedaan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti
terdahulu, maka peneliti ini akan mencoba kembali variabel yang sebelumnya
pernah diteliti, dan menambahkan variabel independen yaitu Mekanisme
Bonus. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengambil judul :
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“PENGARUHPAJAK, UKURAN PERUSAHAAN, DAN MEKANISME
BONUS TERHADAP TRANSFER PRICING. (Studi Empiris Pada Perusahaan
Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2016)”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang maslah diatas, maka dibuat rumusan
masalah sebagiberikut :
1. Bagaimana pengaruh Pengaruh Pajak terhadap Transfer Pricing pada
perusahaan manufaktur ?
2. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing
perusahaan manufaktur ?
3. Bagaimana pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing pada
perusahaan manufaktur ?
4. Bagaimana bagaimana pengaruh Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, dan
Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing pada perusahaan manufaktur ?
1.3  Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan maslah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan dari
penelitian ini adalah :
1. Untuk menganalisa bagaimana pengaruh Pengaruh Pajak terhadap Transfer
Pricing pada prusahaan manufaktur.
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2. Untuk menganalisa pengaruh Ukuran Perusahaanterhadap Transfer Pricing
pada perusahaan manufaktur.
3. Untuk menganalisa bagaimana Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing
pada perusahaan manufaktur.
4. Untuk menganalisa bagaimana pengaruh Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan,
dan Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing pada perusahaan
manufaktur.
1.4 Manfaat Penelitian
Berdasarkan kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian, diharapakan
hasil yang diperoleh didalam penelitian ini memiliki manfaat bagi :
a. Akademisi hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan
pihak-pihak yang memebaca penelitian ini terutama yang berkaitan dengan
pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Mekanisme Bonus terhadap Transfer
Pricing pada perusahaan.
b. Praktisi, diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan pertimbangan
pihak manjemen dalam melakukan Transfer Pricing yang benar dan efisien
tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat
lebih efisien dalam masalah pajak perussahaan di masa mendatang.
c. Regulator, penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan terhadap
regulator dalam membuat peraturan atau kebijakan- kebijakan perpajakan
sehingga potensi penerimaan negara dari sektor pajak dapat dimaksimalkan.
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d. Riset selanjutnya, hasil penelitian yang diperoleh dapat dijadikan acuan atau
daya tarik replikasi bagi peneliti di masa datang yang dibahas dalam
penelitian ini.
1.5 Sistematika Penulisan
Dalam penulisan penelitian ini, maka sistem penulisannya akan dibagi ke
dalam beberapa bab sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN.
Bab ini membahas tentang latar  belakang maslah, perumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.
Bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu,
pengembangan hipotesis, dan desain penelitian.
BAB III : METODE PENELITIAN.
Bab ini berisi tentang lokasi penelitian dan waktu penelitian, jenis dan
sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel
penelitian, definisi operasional vaeriabel, serta metode analisis data.
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.
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Bab ini memaparkan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian
kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yang telah
ditetapkan untuk selanjutnya diadakan pembahasan tentang hasinya.
BAB V : PENUTUP.
Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.
DAFTAR PUSTAKA.
